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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan dan
berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Pada Pasal 1 butir 1
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan) yang menggantikan
UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan
sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan
dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,
penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).

Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh
Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta
wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia
sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan harus bebas dari kekuasan pihak mana pun, yakni di
laksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan
dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu penegak

hukum di tuntut lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum,



perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM),

serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasal 1 butir 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) di sebutkan bahwa:

a. Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk
bertindak sebagai penutut umum dan melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-
Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
Hakim.?

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 UU Kejaksaan,
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas,
dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.?

Pengadilan dan kejaksaan merupakan salah satu pilar terpenting
dalam sebuah negara hukum. Pengadilan merupakan institusi utama yang
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat
dengan negara dan antar lembaga negara (dalam batas tertentu) demi
terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan. Kejaksaan sebagai salah satu

subsistem dari suatu sistem hukum, dalam proses penyelesaian perkara
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pidana kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan
kepentingan umum, bertugas untuk memastikan agar setiap ketentuan
hukum dapat dipatuhi baik oleh masyarakat maupun oleh elemen
penyelenggara negara, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari adanya
ketentuan hukum tersebut dapat terlaksana. Penyelenggara Negara adalah
pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat
rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka
tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke
pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian
merupakan implikasi dari ketidak mampuan aparat peradilan bekerja dengan
baik yang disebabkan oleh sistem maupun individu itu sendiri.

Sistem peradilan pidana sangat sentral karena Kejaksaan merupakan
lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh
pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah sesorang akan
dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan

yang dibuatnya.

% Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai
badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan
dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri
merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana
semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.*

Pasal 1 ayat 1 UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Jaksa adalah
pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan
Undang-Undang”. Tugas dan kewenangan Kejaksaan antara lain:

a. Melakukan penuntutan

b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

Undang-Undang
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e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.®

Ditetapkannya Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 tahun 1961
tentang kewenangan Kejaksaan, dasar hukum tugas dan wewenang
Kejaksaan di bidang perdata tidak diatur secara jelas, hanya berdasarkan
Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugas-
tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.
Para pembuat Undang-Undang tersebut tidak menyadari dan tidak ingat
bahwa Kejaksaan sebelumnya telah memiliki tugas-tugas perdata. Karena
itulah tugas-tugas keperdataan tidak lagi diindahkan oleh Kejaksaan, yang
mengakibatkan pelaksanaan peraturan-peraturan pada jaman Belanda tidak
dipergunakan lagi.

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Rl sebagai lembaga
negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.®

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dipimpin oleh
Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala
Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga
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Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam
pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada di poros dan
menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di
persidangan serta sebagai pelaksanaan penetapan dan keputusan pengadilan.

Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus
Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah
suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti
yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga
merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive
ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki
peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat
mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai
Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut
diberi wewenang sebagai Penuntut Umum, melaksanakan putusan
pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan
Agung RI (berkedudukan di ibukota negara), Kejaksaan Tinggi
(berkedudukan di ibukota provinsi), dan Kejaksaan Negeri (berkedudukan di
ibukota kabupaten). Kejaksaan merupakan lembaga representasi pemerintah
dalam menuntut seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum.
Lembaga ini akan menindak lanjuti BAP dari kepolisian dan akan membawa
pihak yang berperkara ke meja hijau atau ke lembaga pengadilan untuk

mendapatkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Kejaksaan dapat



bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam perkara

perdata.

Hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah
institusi yang disebut dengan istilah ”Kejaksaan”, yang mempunyai tugas
utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke pengadilan. Istilah
”Jaksa” atau ”Kejaksaan” sebagai institusi dalam Bahasa Indonesia tidaklah
mudah untuk dipersamakan dengan istilah yang sama dalam berbagai
bahasa. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara attorney general” dengan
”public prosecutor”. Istilah pertama diartikan sebagai ’Jaksa Agung” dalam
Bahasa Indonesia, sedangkan yang kedua diartikan sebagai Penuntut
Umum”. Demikian pula dalam Bahasa Belanda, dibedakan antara “officer
van justitie” untuk istilah ”Jaksa” dan “openbaar aanklager” untuk
”Penuntut Umum”. Sementara tugas dan fungsi Kejaksaan yaitu:

a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik
Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang
merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi
kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan
wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh

seorang kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan



penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri
dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan
pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin,
mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah
hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang
Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri.’

1.2 Perumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan
penahanan dalam tindak pidana korupsi?
2. Kendala apa yang dihadapi Kejaksaan dalam proses penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana mengatasi kendala

tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

" Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia



1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan
penahanan dalam tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana korupsi, dan mengetahui bagaimana mengatasi

kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
Untuk pengembangan pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir
penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah
yang selalu timbul dalam bidang hukum dan penegakannya khususnya
lembaga kejaksaan di Indonesia

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai suatu tambahan
khasanah keilmuan sekaligus sebagai perbaikan dan menambah pola

kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini direncanakan adalah
sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



BAB Il :

BAB Il :

BAB IV :

BABV :

TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari : Tinjauan Umum Tindak
Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Gambaran Umum Tentang
Kejaksaan

METODE PENELITIAN terdiri dari : Jenis Penelitian, Sumber
Data, Metode Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, dan
Analisis Data.

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN terdiri dari : Pelaksanaan
Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penahanan Terhadap
Tindak Pidana Korupsi, Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala
Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

KESIMPULAN DAN SARAN
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